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Tahun 2016, sistem kevangan adalah sistem yang terdiri atas institusi keuangan,
pasar kevangan, dan infrastruktur keuangen, termasuk sistem pembayaran yang
bermteraksi dalam memfasilitasi  pengumpulan  dana  masyarakat  dengan
pengalokasiannya guna mendukung aktivitss perekonomian nasional dimana
stabilitas sistem keuangan #tu sendiri tergantung dari kesehatan institusi keuangan



dan pasar keuangan dengan kemampuan menjalan fungsi mereka dengan maksimal
dalam kondisi yang normal maupun dalam suatu tekanan, seperti pihak institusi
keuangan yang mampu menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik maupun
melakukan fungsi pembayarannya secara lancar, kemudian pasar keuangan yang

{ fondamental).

mampu mengelola dan memfasilitasi ase

ari resika sistemik ini
kuat s hilitas sistem kevangan di
Indonesia. seperti Bl rate, inflasi, msio kredit mace! dan lain sebagainya, terutama
untuk menghindari kondisi yang tidak menguntungkan dimana transmisi kebijakan
moneter tidak berfungsi dengan normal sehingga kebijakan moneter yang

dilaksanakan menjadi tidak efekiif



Tantangan yang harus dihadapi dari sisi domestik yakni dengan menjaga
momentum pertumbuban ekopomi. Merespon hal ini, Komite Stabilitas Sistem
Kevangan (KS5K) memacu investasi dan ekspor dengan fetap menjaga stabilitas
sistem keuangan yang ada. KSSK juga tetap memperkuat koordinasi kebijakan

ik mempertshankan stabilitas sistem

Sumber: World Bank, Diolah, 202

Berdasarkan gambar 1.1 menjelaskan behwa pergerakan pertumbuhan
ekonomi (PDB) berfluktuatif pada tahun 2015-2019, dimana perturmbuban ekonomi
terendah terjadi di tahun 2015 sebesar 4,87% yang disebabkan oleh dinamika
ekonomi global yang terjpdi pada tahun 2015 ditandai denpan berlanjutnya



pelemahan ekonomi dunia dan berkurangnya aliran modal ke emerging markets,
memberikan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi domestik pada tahun 2015
Kemudian pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar
5.17%. walaupun terjadi peningkatan tetapi pertumbuhan ekonomi ini melambat.
Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersébul dipengaruhi oleh faktor siklikal

ketidakpastian

muoupun strukiural. Faktor sil

erekonomian suatu Negara dalam menghasilkan barang dan jasa (outps
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tun fertilisasi penduduk di sustu negara (ageing population) dan
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ang kitat (spillover) vang cukup signifikan pada nogars berk Baik melalui
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hal masih berknjut pada tahun 2018-2019,

Tiongkok yang berdampak pada melambatnya perfumbuhan ekonomi di kedua
negara tersebul. Hal ini mengakibatkan turumnya volume dan harga komoditas
global. Berdasarkan kondisi tersebut. BI dan Pemerintah menempuh berbagai
kebijakan salah satunya pelonggaran kebijakan moneter sebagai respon atas

pelemahan ekonomi yang terjadi. Pihak perbankan merespon kebijakan tersebut



dengan tetap menjaga ketahanan permodalan dan likuiditasnya serla Pemerintah
vang menjaga stabilitas makroekonomi tercermin pada inflasi yang kembali pada
kisaran sasarannya 4+1%. Pencapaian kmerja ekonomi tersebut tidak terlepas dari
sinergi kebijakan vang ditempuh Bank Indonesia dan Permerimtah untuk mengawal

stabilitas makroekonomi dan sistem

2015-2019 (%)

Sumber: World Bank & Bank

Berdasarkan gambar 1.2 menjelaskan bahwa perperakan inflasi masih jauh
dibatas aman yakni kurang dari 4.00% periode 2015-2019. Kondisi tersebut
menunjukkan terjaganya inflasi yang dilakukan oleh pemerintah. dan didukung

oleh menurunnya harga minyak dunia di tengah reformasi subsidi energi dengan



koreksi harga pangan global dan kebijakan pemerintah akan produksi dan distribusi
pangan telsh mendorong terkendalinya tekanan inflasi. Sedangkan pergerakan suku
bunga/BI rate tertinggi terjodi pada tahun 2015 dimana terkait dengan inflasi,
kebijokan suku bunga yang dinaikkan karena dari tahun 2014, pemerintah

dilihat dari perkembangan Non Perfarming Loan berdasarkan jenis pengounannya
dibawah ini:



Tabel 1.1. Non Performing Loan (NFPL) Bank Umum Kepada Plhak Ketiga
Bukan Bank Menurui Jenls Penggunaan (Millar Ruplahj

NFPL Bank Umum Kepada Plhak Ketiga Bukan Bank
Tahun Menurut Jenls Pengpunaan (Miliar Ruplah)
Modal Kerja Investasl Konsuwmsi
2015 57302 27.045 16,586
2016 73.59] 36,123 18.422
2017 70.732 | 31048 21141
2018 T0.785 1 31.829 22,650
2019 53.081 33859 248M

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Diolah, 2020

Berdasarkan tabel 1.1 meniclaskan batwa jumlsh Won Performing Loan
(NPL) kredit modal Kerjn dan kredit Konstmsi dalsm peridde 2015-2019
mengalami kenaikan, dimana peningkatan NPL kredit modal kerju dan kredit
konsumst jumfah tertinggi terjudi pada tabun 2019 yang ‘disebabkan oleh
peningkatan NPL pada sektor ekonomi dengan jumlah penyaluran kredit yang besar
seperti di sektor industri pengolahan dan rumah tangga yang diikuti oleh
pl;-:ﬁmbm:m kredit. Kemudian untuk jumlbsh NPL kredit investasi dalam periode
2015-2019 tidak - menggambarkan pergerakan yang signifikan, dabm hal ini
tingginya jumlah NPL kredit investusi disehabkan oleh adanya keterbatasan sarana
dan praserana pi‘fﬁk bank dalam melakukan monttaring penyaluran kredit kepada
pihak ketiga (Otoritas Jasa Keaangan, 2019).

Pergerakan kredit yang melambat khususnya pada sektor kredit korporasi dan
konsumsi sekalipus memiliki pangsa pasar terbesar sehingga perlambatannya
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kredit industri. Lain halnya dengan
kredit konsumsi dimana perlambatannya tidak diikuti dengan peningkatan NPL

Hal ini menjelaskan balwa perlambatan kredit ini terjadi karena dipengaruhi oleh



perang dagang dan harga komoditas yang belum sepenuhnya pulih seperti masih
adanya penurunan kinerja usaha dan pelemahan permintaan barang dan jasa dari
sektor industri, walaspun di sektor keuangan stabilitas sistem keuangan masih

terjaga ditengah meningkatnya resiko vang disebabkan oleh ekonomi global. Hal

ini terlthat dari nisiko kredit dan risiko itns yang ferjaga di sektor perbankan

Berdasarkan gambar 1.3 diatas, indeks harga ssham gabungan memiliki
pergerakan yang membaik, yaitu dengan adanya peningkatan walaupun tidak begitu
signifikan dari tahun 2015-2019. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2017
sebesar 6,356 miliar rupiah yong dipenganuhi oleh adanya peningkaton aktivitns
perdagangan di pasar saham yang tumbuh hingga 20%. Pada tahun 2015 terjadi



pergerakan [HSG terendah yakni sebesar 4,593 miliar rupish, yang diakibatkan
karena adanya tekanan jual mvestor meningkat dengan sentimen yang negatif
sehingga menimbulkan ketidakpastian pada pasar kewangan saast stu (Yulianti dkk,
2015).

Pembahasan mengenai pergerakan Beherapa sektor moneter selama 2015-
2019 diatas, dapat diketahui bahwa'sektor nx

ri efektivitas kebijakan moneter. Sist

pamiisi kebijakan moneter, gﬁ.mm apabila erjadi ketidakst
m maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secars
kuumi-h moneter Segara -';.-..|.|: Tital

positif dan signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan. Non Pegforming Loan
(NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap SSK Indonesia. Sedangkan
mvestasi portfolio dan BI rate tidak berpengaruh terhadap SSK Indonesia. Pada



jangka pendek NPL. inflasi, kurs, investasi portfolio, FDI dan BI rate tidak
berpengaruh terhadap 85K

Berdasarkan Kajian Kebijakan Moneter yang dilakukan oleh Warjiyo (2016)
Menyatakon bahwa hubungan jumlah vang beredar dalam jangka pendek bersifat

pertumbuban kredit tidak berpengaruh dalem jangks pendek maupun jangka
panjang,
Sertifikat Bank Indonesia dalam jangks pendek dan jangka panjang

berpengaruh positif terhadap stabilitas sistem keuangan. Hal ini dikarenakan SBI



merupakan instrumen dari Operasi Pasar Terbuka (OPT) dalam mengendalikan

jumlzh wang vang beredar. Apabila Bank Sentral melakukan penjualan Sertifikat
Bank Indonesia akibat dar keadaan yang sedang mengalami inflast maka uang
beredar akan masuk ke Bank Sentral vang dimana fungsi dari penjualan SBl sendiri

Kondisi stabilitas sistem keuangan saat knsis dan setelah krisis merupakan
tolok ukur sistem keuangan di Indonesia. sehingga diperlukan upaya untuk

menghindari atau mengurangi risiko ketidakstabilan sistem keuungan. Keadaan i



berdampak pada transmisi kebijakan moneter dimana tidak dapat berjalan efektif
serta mengakibatkan kerugian yang begitu besar untuk bisya pemulihan krisis
dengan waktu cukup kma Dalam hal ini. dilihat dari beberapa faktor-faktor
moneter yang mempengaruhi stabilitas sistem kevangan pada sast knsis tersebut,
sepert inflas, Non Performing Loan (NEAR
lamn sebagainys. Pemerintah merespon

enjagn stabilitas sistem k n dri seberapa besar penmaruh scktor moneter

1 rate, variabel pasar keuangan, dan

paya  mengimplementasikan

il sekior moneter unfuk

rumusan masalah dista, maka
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pengaruh inflasi terhadap stabilitas sistem T
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 Bagaimana pengaruh B rate terhadap stabilitas sistems keuangan pada jangka

4. Bagaimana penganuh Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terbadap stabilitas sistem
keusngan pada jangka pendek d
sistem keuangan pad fungka pendek dan jangka panjang?

6. Bagaimana pengaruh inflasi, jumlah uang beredar (M2), BI rate, Serifikat
Bark Indonesia (SBI) dan indeks harga saham gabungan (IHSG) secara

I:"ill {{HSG} ter}mhp stahilitas
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bersama-sama terhadap stabilitas sistem keuangan pada jangka pendek dan
jangka panjang?

1.3. Tujuan Penellitian

sis: pengarub Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terhadap stabili
' P‘d‘m!ﬂﬂﬂm]ﬂush PaRang.

jangka panjang.
1.4. Manfaat Penelltian
Penelitian ini mempunyai manfaal bagi penulis, pembaca, akademik.

perbankan dan pemerintah. Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:
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Penulis

Penulis dapat menerapkan teoriteori yang telsh diperoleh diperkulizhan
khususnya mengenai penguatan sektor moneter dalam menjaga stabilitas
sistem kepangan di Indonesia,

14
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